


mengaktakan perubahan Anggaran Rumah Tangga APJII

\

* sedangkan perubahan Anggaran Dasar APJII akan----

y— Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka
penghadap vang tetap bertindak sebagaimana-------
tersebut di atas dengan ini menyatakan dalam akta
ini Ketetapan/Keputusan MUNASLUB APJII 2023------
mengenai perubahan Anggaran Rumah Tangga APJII---

sebagal. BerlBRT re e e S e e e s e

(1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap--
Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan
penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan
Argdgaranl Basak:-ssss—rmasr s snn e et o asme e

(2) Walaupun bersifat pelengkap, Anggaran Rumah----
Tangga ini merupakan satu kesatuan dan bagian--

yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.----

(1) Nama asosiasi ini adalah ASOSIASI-————————————
PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA--——--—---
selanjutnya disingkat APJII.-—=——————sm—mmm—————
|(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama

asosiasi diatur dalam Peraturan Asosiasi.-—----
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a.

Usulan perubahan lambang organisasi diajukan---

melalui program kerja yang ditetapkan dalam----

program kerja pada Musyawarah Nasional---------=

diberitahukan oleh Badan Pengurus Pusat kepada

Setelah melakukan pemberitahuan kepada Dewan---

Pengawas, Ketua Umum membentuk Kelompok Kerja--

organisasi merupakan milik APJII. Badan-------
Pengurus Pusat harus mendaftarkan Hak Kekayaan
Intelektual atas perubahan lambang tersebut;--

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan-----
lambang organisasi diatur dalam Peraturan-----

R T ey R e ey e i e S

Setiap BAnggota yang sudah diterima dan---------

terdaftar akan menerima Sertifikat Keanggotaan

Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud----
dalam Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum.
Sertifikat Keanggotaan berlaku selama 1 (satu)

tahun sejak tanggal dikeluarkan.--------———-----=




a.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat
administrasi menjadi Anggota diatur dalam------

Peraturan Asosiasi.--—--—==———————m—mmmmme o

Turan Pendaftaran Anggota dibayarkan pada saat
pendaftaran keanggotaan yang nilainya----------
ditetapkan berdasarkan Peraturan Asosiasi.-----
Turan Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan------
dibayarkan setiap tahun yang nilainya---—------

ditetapkan berdasarkan Peraturan Asosiasi.-----

struktur organisasi baik di pusat maupun------
wilayahj-—==—==—=-=mm
Mengajukan pendapat, usulan, serta
berpartisipasi aktif dalam kegiatan APJII;-----
Mendapatkan manfaat atas fasilitas milik APJII

sesual dengan peraturan yang berlaku di APJII;
Menghadiri secara luar jaringan (luring)-------

dan/atau dalam jaringan (daring) kegiatan yang

Memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum, Ketua

Badan Pengurus Wilayah, dan Anggota Dewan----

BN B =t ey i s 5 o i e o sk 4 5
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a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-------
Tangga, Peraturan Asocosiasi, serta seluruh-----

Ketetapan dan/atau seluruh Keputusan yang-----—

e. Membayar Iuran Perpanjangan Sertifikat-------
Keanggotaan dan Iuran atas Penggunaan—----—--—----

Fasilitas bersama sesuai dengan peraturan----

Hak dan kewajiban Anggota yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat----

diatur dalam Peraturan Asosiasi.—-————————————————=—==

a. Pemberian peringatan tertulis dari Ketua---
I I s e e e e e S e e
b. Pemberhentian sementara fasilitas APJII;---
1 SRS G o U o ot o b e o e o

¢. Pemberhentian ARggotd.—————=—w—ssooomanasine

|(2) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud-----

dalam Ayat (1) huruf c dapat disertai dengan---




ety
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Ketua Umum dapat melakukan pemberhentian---
Anggota secara tetap atau sementara.----------—-
Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud Ayat
(1) dapat dilakukan apabila Anggota;----------—-
a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud---

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah----

o

Mencemarkan nama baik APJII;———-——-—-———————=

Mengungkapkan rahasia APJII;------—-——-—————-

0 0

Menghentikan kegiatan usaha;---------------

0]

Dicabut izin usahanya oleh Pemerintah;-----

Hh

Dinyatakan pailit berdasarkan Putusan------
| Pengadilan; atau------—-—-—---"""-""""-----——~———
g. Mengundurkan diri.---—---————————————————
Dalam hal pemberhentian Anggota dilakukan------
sebagaimana dimuat dalam Ayat (2) huruf a,-----
huruf b, dan huruf c, maka Ketua Umum wajib----
menempuh tahapan berupa peringatan,------------
pemanggilan, dan pemeriksaan sebelum memutuskan
untuk melakukan pemberhentian Anggota.-------——-—
Tahapan berupa peringatan, pemanggilan, dan----
pemeriksaan sebelum memutuskan untuk melakukan
pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua Bidang--
terkait.—====—=—--
Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
harus dibuat secara tertulis dan dilakukan-----
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sebelum-------
pemanggilan.————-——-——mmmmmm e
Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
dan Ayat (4) harus dilakukan secara patut,-----

tertulis, dengan jangka waktu antar surat 7----

-_____-___'_'"‘—‘—-—-—-__

_-_‘_\_‘_-_-___-_-_‘_____'_‘-—-——_
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Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
sekurang-kurangnya harus memuat agenda---------
pemberian keterangan dan penjelasan dari-------
Anggota atas alasan pemberhentian Anggota------
sebagaimana dimaksud.=s—rommmmresnnesessassmnaea
Ketua Bidang terkait sebagaimana dimaksud dalam
Ayat {(4) membuat Berita Acara Hasil-------—-—--
Pemerl KERaT, =i s i e i i i e e e e e e e

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian--

Setiap BAnggota yang diberhentikan secara tetap
akan menerima Surat Keputusan Pemberhentian—----
Keabggotaan Tetap wrdoamsninas = —oa=E====—r
Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap
berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan----------
ditandatangani oleh Ketua Umum dengan----—------
persstuivan Dewan: Pengawgs,————mm—m——o——somssss
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
Harus dibuat secara tertulis,——r———=—sommommmes
Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan harus
dilampiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan.------
Bersamaan dengan dikeluarkan Surat Keputusan---
Pemberhentian Keanggotaan Tetap, maka-------—---
Sertifikat Keanggotaan yang pernah diberikan---
kepada yang bersangkutan dinyatakan tidak------

berlakili—smnanrroomsr s o e e e s e



T w&m& e e Paragraf Kesatu-------------—-—-—---

\
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(1) Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan program

kerja tahunan berikut dengan Anggaran----------
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA), Dewan
Pengawas menetapkan Rencana Anggaran Penerimaan
dan Pengeluaran APJII (RAPPA) untuk menjadi----
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII------

(APPA), dengan ketentuan sebagai berikut;------

a. Tahun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran--

APJII (APPA) adalah masa 1 (satu) tahun----

b. Dewan Pengawas menetapkan Anggaran—--—----—---
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA)---—-
yang diajukan oleh Badan Pengurus Pusat----

setiap tahun berjalan untuk dilaksanakan---

‘ e. Badan Pengurus Pusat menyusun laporan—------
realisasi Anggaran Penerimaan dan----------
Pengeluaran APJII (APPA) semester pertama--

dan prognosis maksimal untuk 6 (enam) bulan

berikutnya psr o s e s o e e
f. Laporan dan prognosis sebagaimana dimaksud
pada huruf e, disampaikan kepada Dewan-----

Pengawas selambat-lambatnya pada bulan Juli
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bersama antara Dewan Pengawas dengan Badan

Pengurus Pusat;------—--""-"—"——=---c
g. Badan Pengurus Pusat mengajukan Rencana----
Perubahan Anggaran Penerimaan dan----------
Pengeluaran APJII (RP-APPA) tahun anggaran
berjalan berdasarkan perubahan untuk-------
mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas-—-----
sebelum tahun anggaran berjalan berakhir;--
h. Dalam hal Dewan Pengawas tidak menetapkan--
Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
APJII (RAPPA) menjadi Rnggaran Penerimaan--
dan Pengeluaran APJII (APPA), maka Badan---
Pengurus Pusat menjalankan Anggaran--------
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA)----
tahun sebelumnya;---------=—-———————————~————
i. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII--
(APPA) dan Rencana Perubahan Anggaran------
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (RP-APPA)
wajib untuk disampaikan kepada Anggota-----

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari---

kerja sejak ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran—----
APJII (RAPPA) ditetapkan menjadi Anggaran—------
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) dalam--
Surat Keputusan Dewan Pengawas yang disertai---
dengan lampiran Berita Acara Rapat Dewan-------
Pengawas dan Badan Pengurus Pusat dalam--------
pembahasan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
APJII (APPA) .=———— e e e e
Dalam rangka pembentukan Peraturan Asosiasi,---
Ketua Umum mengajukan rancangan Peraturan------
Asosiasi kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan

penahasan DErEams =i scsn s e mmm e — i

s




FlGCD“U”“' L J'unm SH., I,

—— SPAT Kota Surakar 2
‘\iLJL aris & Pi PAT Lota Surak

Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja Dewan
Pengawas dan Badan Pengurus Pusat dalam--------
pembentukan dan pelaksanaan Anggaran Penerimaan
dan Pengeluaran APJII (APPA) sebagaimana-------
dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) serta-----
mekanisme pembentukan Peraturan Asosiasi-—------
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur-----
dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang
tata Lertil Képanguiriusan.——————g———==—s==t—uo—
Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang tata--
tertib Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (4) paling sedikit memuat;--—--—--—-———-——————~
a. Uraian tugas dan tanggung jawab individual

l darl setiap Badan Pengurus Pusat dan Dewan

b. Tolak ukur capaian kinerja kolektif dan----

individual dari setiap Badan Pengurus Pusat

c. Mekanisme penyelenggaraan dan tata tertib--
rapat Badan Pengurus Pusat dan Dewan

Eomifaraat) o= s e S e S e

Badan Pengurus Wilayah berdasarkan kewenangan--
yang diberikan oleh Ketua Umum sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) Anggaran Dasar

melaksanakan program kerja di wilayah

l b. Penggunaan fasilitas Indonesia Internet----

Exchange (IIX) di wilayah;--------—"->---—-




R it

l c. Hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah

RICGO SURVIVAL YUBAIDI, S, 1Ko,
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di wilayah tersebut;--------=""--------——-——-

[ d. Program-program kerja lain yang selaras—----

dengan program kerja Badan Pengurus Pusat.

]{2) Dalam rangka pelaksanaan program kerja-----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ketua-----
Badan Pengurus Wilayah wajib memberikan laporan
secara periodik kepada Ketua Umum sebagaimana--
diatur dalam Pasal 33 Ayat (11) Anggaran Dasar.
(3) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak-----
melaksanakan ketentuan Ayat (2), maka Ketua----
Umum dapat memberhentikan bantuan operasional--
sampali dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah-----

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Ayat

(1} Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan-----
wewenangnya berlandaskan pada prinsip kolektif
e e o I B e S
|(2} Anggota Dewan Pengawas mempunyai hak untuk;----

a. Mengajukan pertanyaan kepada Badan Pengurus

| b. Meminta laporan pelaksanaan program kerja--
kepada Ketua Umum dalam Rapat Pleno--------
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (5)
Anggaran Dasar;-—----—--——————————————————————
I c., Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua,---

Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam

\




————

d. Mendapatkan dukungan anggaran operasional--

I

oy/RVIVAL YUBAIDI, SH, WKn. | |

0 SURVIVAL TUGI®, 00, = — dalam rangka menjalankan fungsi Dewan------
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L Bengawds.sorsrosmemrssmmommesser s s
Anggota Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk;

a. Memegang teguh dan mengamalkan Anggaran Dasar-—--

b. Melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan---
yang berlakn gl APULLj=s< s i i i i i o2

c. Mengikuti rapat-rapat vyang diadakan oleh Dewan-

kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;---

e. Menjaga etika dan norma dalam berorganisasi.---

Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagal--

Badan Pengurus Pusat maupun Badan Pengurus Wilayah.

(1) Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang-----
tidak hadir dalam Rapat Plenoc Dewan Pengawas---
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 5---
(lima) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan

dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian------

sebagai Anggota Dewan Pengawas.---—-———--———————-

’(2) Pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan-----
' Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan-----
Dewdan Peigawas  ——c—roormmm s e e e e e i e e

'(3) Pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan-----
Pengawas berlaku efektif sejak ditandatangani--
Surat Keputusan Dewan Pengawas.--—-——--——-—-—————=————
]{4} Tata cara pemberhentian Ketua dan/atau Anggota

Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Asosiasi.

\
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------------------ Pasal 18-——————————r—— i

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas-----

diatur dalam Peraturan Asosiasi.--———-———--"""-"--——————

Ketua Umum membentuk dan menetapkan jumlah-----
Bidang pada permulaan rapat Badan Pengurus

Pusat yang dihadiri oleh seluruh Calon Badan

a. Bidang yang melaksanakan urusan tentang----

c. Bidang yang melaksanakan urusan tentang----
Indonesia Internet Exchange (IIX) dan Data

g e e e e e Rl

d. Bidang yang melaksanakan urusan tentang----

f. Bidang yang melaksanakan urusan tentang----

Fegulasi dan' advokasl . —=——rrororemmeme————

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)-----
dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Bidang.-----
Ketua Bidang dipilih, diangkat, dan--------=---
diberhentikan oleh Ketua Umum.-—-—-————===——=——=-

Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua----




e

e

a.

/

mendapatkan dukungan anggaran operasional dalam---

rangka menjalankan fungsi Badan Pengurus Pusat.----

Mendahulukan kepentingan APJII di atas-—--—-—-———-
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;---
Melaksanakan program kerja sesuail dengan garis
besar program kerja yang telah ditetapkan dalam

Musyawarah Nagional;-—r——nresro— oo smnom=saae

Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-----
Bidang yang tidak hadir dalam rapat Badan------
Pengurus Pusat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut atau 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu)
periode Kepengurusan, dikenai sanksi berupa
pemberhentian sebagai Badan Pengurus Pusat.----
Pemberhentian Badan Pengurus Pusat ditetapkan--
dengan Surat Keputusan Ketua Umum yang---------

diberitahukan kepada Dewan Pengawas.---—-—----—-——-

Dalam hal Ketua Umum diberhentikan karena tidak
dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam masa

jabatannya atau tidak lagi memenuhi persyaratan




sebagai Ketua Umum, maka pemberhentian tersebut

RWCONMWMLHEMW&H”MM. harus dilakukan dalam suatu sidang pada
Notaris & PPAT Kota Surakarta

Musyawarah Nasional Luar Biasa yang

diselenggarakan untuk hal pemberhentian Ketua--

(2) Keputusan pemberhentian Ketua Umum ditetapkan--
dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa

setelah mendengarkan pembelaan dari Ketua Umumn.

e S S e Pasal 24es— st e
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengurus-----

Pusat diatur dalam Peraturan Asosiasi.—-————————————

Badan Pengurus Wilayah mempunyai hak untuk----—-----
mendagatkan dukungan anggaran operasional dalam----

rangka menjalankan fungsi Badan Pengurus Wilayah.--

Badan Pengurus Wilayah mempunyai kewajiban untuk;--

a. Memahami dan menjalankan Anggaran Dasar dan----
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lc. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Badan
Pengurus Wilayah;---==---==---—----
Wd. Mendahulukan kepentingan APJII di atas--------—-
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;---
[e. Melaksanakan program kerja yang garis besar----
programnya telah ditetapkan dalam Musyawarah

NES 1Ol —mrrossesemn e e e e e e




Badan Pengurus Wilayah yang tidak hadir dalam--
rapat Badan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut atau 7 (tujuh) kali dalam 1
(satu) periode Kepengurusan, dikenal sanksi----
berupa pemberhentian sebagai Badan Pengurus----
W L a L s s e it
Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Ketua Umum yang---------

diberitahukan kepada Dewan Pengawas.--—-—-————--—-—

Badan Pengurus dapat membentuk Kelompok Kerja--
berdasarkan tujuan dan jangka waktu tertentu.--
Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana yang----
dimaksud dalam Avat (1) ditetapkan melalui-----
Surat EKeputusan Eetus Umnums—————————r—om——ssm——s
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) dipimpin oleh satu orang Koordinator—-------
Kelompok Kerja . —— s st e st v s s e e e
Koordinator Kelompok Kerja bertanggung jawab---
kepada Ketua Umum.---—-——-—--———=—""="=————"——"————————
Koordinator Kelompok Kerja membuat laporan-----
kerja setelah tujuan sebagaimana yang dimaksud
dalam Ayat (1) dan Ayat (2) terpenuhi.--------—-
Aturan kerja, tata komunikasi, program, dan----

biaya kegiatan Kelompok Kerja diatur dalam-----

Ketentuan lebih lanjut mengenal Perangkat/Alat-----
Kelengkapan Organisasi diatur dalam Peraturan------

BOS Al o e e e e e e S R e e
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(1) Untuk menjadi Badan Pengurus dan Anggota Dewan
Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai----
Ba Ien Jr s s s s e AT e e e e e

Warga Negara Republik Indonesia yang sah;--

Pemilik/Direktur/Komisaris/Karyawan non----
direksi yang ditunjuk berdasarkan surat----

kuasa yang sah dari perusahaan yang menjadi

vartal poliflkoss—se s e

d. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang;

e. Memiliki dedikasi dan komitmen kepada------

f. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagail

Badan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas

selama jangka waktu yang telah ditetapkan--

’g. Menghindari benturan kepentingan (conflict

of interest) dalam pelaksanaan tugas dan---

rh. Bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan--
Pengawas/Badan Pengurus sesual mekanisme-—-
yang berlaku apabila terbukti melanggar----
etika, norma, dan/atau Peraturan Asosiasi;-
|i. Berdomisili dan berusaha di dalam wilayah--

hukum Republik Indonesia.------—-—-—-—-—-=-—---—-

\
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Selain persyaratan-persyaratan sebagaimana-----

dimaksud pada Ayat (1), Calon Anggota Dewan----

Pengawas diwajibkan untuk pernah menjabat------

sebagal Anggota Dewan Pengawas, atau Badan-----

Pengurus Pusat, atau Badan Pengurus Wilayah, -——-

atau yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan-

kegiatan APJII sekurang-kurangnya selama 2

el el s R e s e S s S R R e e e R R e S e
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)--
huruf f sampai dengan huruf i dinyatakan dalam

Ketentuan mengenai persyaratan Calon Badan-----
Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30---

Ayat (1) huruf a, c, d, dan e berlaku kembali--

bagi Calon Ketua Umum.

Selain ketentuan persyaratan sebagaimana-—-—----—
(1),

memenuhi syarat-syarat sebagal berikut;--------

dimaksud dalam Ayat Calon Ketua Umum wajib

a. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemilik yang
tercantum di
b. Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan------
Pengawas,

atau Badan Pengurus Pusat, atau--

Badan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya--

SELENE, | 2 ana)- paiiillaeEssasSaSnas Sde s
————————————————— Bagian Kedua--------=-=—-—-——=——--—
————————————————— Masa Jabatan-----=——==—=r==————-
------------------- Pasal 3d-r=r-rmeormoomsmsossnes

Satu (1) masa jabatan -adalah selama 4 (empat)--
= 1 6 B e e s S e e
Ketua Umum memegang jabatan selama 4 (empat)---

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali----

HHh“‘“*-*hﬁh‘ﬁﬁ‘h‘ﬁh‘““‘ﬁ-a_h



WWO%DW”\W uHJMl dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu)--

VA

Notaris & PPAT Kota Surakarta kali masa jabatan.--—--=-=—————————————
rx;nx_dd_“mu_’m"l{3) Dewan Pengawas memegang Jjabatan selama 4-------
(empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih----
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1
(satu) kali masa jabatan.---————----—"------———-
|{4) Ketua Badan Pengurus Wilayah memegang Jjabatan--
selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat---

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.------———-—-——-

Apabila Musyawarah Nasional tidak dapat terlaksana
sesual dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan---
Anggaran Rumah Tangga, maka masa jabatan Badan-----
Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas dapat----------—-—-
diperpanjang hingga terlaksananya Musyawarah-------

Naglpngl = s s S s s i s i i e e

(1) Panitia Pemilihan (Election Committee) dipilih
oleh Badan Pengurus Pusat dari Anggota dan-----
disetujui oleh Dewan Pengawas vyang dituangkan--
dalam Berita Acara.——————r———mrmmmme e e e
|(2) Unsur Panitia Pemilihan (Election Committee)--—-
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah-----

Anggota yang tidak menjabat sebagai Anggota----

Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat.-------
1{3} Unsur Panitia Pemilihan (Electicon Committee)---
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilarang---
memiliki benturan kepentingan (conflict of-----

interest) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas--

“H‘ﬁhqH-ﬁh_ﬁh-ﬁh‘hﬁﬁ““‘“‘ﬁ-a—ﬁ_
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Penetapan Panitia Pemilihan (Election----------
Committee) sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat

(1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua----

Jumlah Panitia Pemilihan (Election Committee)--
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang vyang terdiri
dari 1 (satu) orang Ketua Panitia, 1 (satu)----

orang Sekretaris Panitia, dan 3 (tiga) orang---

Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan----
(Election Committee) secara teknis dibantu oleh
Badan Pelaksana Harian.-—-——-———"=—->-"""=-———————
Panitia Pemilihan (Election Committee)---------
melaksanakan tata cara pemilihan yang----------
ditetapkan dalam Peraturan Asocsiasi.--—-——-—-—-=----
Tata cara pemilihan sebagaimana yang dimaksud--
dalam Avat (7) sekurang-kurangnya memuat;------
a. Kesesualan dengan Anggaran Dasar dan-------
| Anggaran: Bumah Tangoea; s
b. Jadwal pengajuan pencalonan dan pemilihan;-
c. Administrasi pengajuan pencalonan tertulis;
Tingkat kerahasiaan suara pemilih;---------

e. Surat suara yang diterima dari pemilih yang
sah harus dapat diawasi dan dibuktikan oleh

Panitia Pemilihan (Election Committee);----

memilih sesuai dengan ketentuan yang-------
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (Election
Committee) ;j~rr—rrosrossmresr—ses s s S
g. Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh--
yang tidak berhak;-r—sm———emommer e e e
h. Cukup waktu bagi pemilih untuk menentukan--

prenl e BEEE s e S e s
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el Pemilihan (Election Committee),--————==—c—a-

}(9) Panitia Pemilihan (Election Committee) sudah
harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-
kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender

sebelum Musyawarah Nasional atau Musyawarah

Nasional Luar Biasa diselenggarakan.-—---—--—--—-
(10) Panitia Pemilihan (Election Committee)-—-————-
bertanggung jawab serta melaporkan-----—-—————
pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah------—-

Nasional.———————— e

Setiap Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara untuk--
memilih 1 (satu) orang Calon Ketua Umum dan 7------
(tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas sesuai--
tata cara pemilihan yang ditetapkan dalam Peraturan

ASOS1a8l s == e o

(1) Setiap Anggota berhak mengajukan 1 (satu) orang
untuk menjadi Calon Ketua Umum atau Calon--—---
Anggota Dewan Pengawas.-—-—-———-—————————————_____
‘(2} Seseorang tidak dapat menjadi Calon Ketua Umum
sekaligus Calon Anggota Dewan Pengawas.--------
’(3 Pencalonan yang dimaksud dalam Ayat (1) dan----
Ayat (2) diajukan kepada Panitia Pemilihan-----
(Election Committee) sesuai dengan jadwal dan--
persyaratan pencalonan yang ditetapkan dalam---

Peraturan Asosiasi.----------coomo

Anggota yang bermaksud mengajukan pencalonan---
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menyampaikan kepada Panitia Pemilihan (Election
ComMLE EB@) iyt it e oo it ot e et
Panitia Pemilihan (Election Committee) wajib---
melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan-------
el=haterc ol s hute b R e e e R e ket e S
Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat---
(2) meliputi syarat-syarat sebagaimana yang----
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 36
Anggaran Rumah Tangga.-----—--————-——=———————————
Panitia Pemilihan (Election Committee) wajib---
menolak pencalonan apabila tidak memenuhi------
syarat sebagaimana diatur dalam Ayat (3).--——----
Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana------
dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3), Panitia--
Pemilihan (Election Committee) menetapkan dan--
mengumumkan Daftar Calon Ketua Umum dan Daftar
Calen Anggotd Dewan. Pengawas) ————s=ssmesnsmmamive
Pengumuman Daftar Calon sebagaimana dimaksud---
dalam Ayat (5) dilakukan sebelum dimulainya----
Musyawardl Naslomal jrs=—wmeaaimmssmmiamsim s e
Daftar Calon Ketua Umum dan Daftar Calon-------
Anggota Dewan Pengawas harus disertai informasi
yang cukup mengenai calon-calon tersebut kepada

oAb el ol el s oo e L e e e e e e e T R L X B

Pemilihan dilaksanakan dalam Musyawarah--------
Neassiome Ll jim—rmeseses e s e S e e
Pemilihan dapat dilaksanakan secara luar-------
jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan------
(daring), mengikuti penyelenggaraan Musyawarah
Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

16 Aiggafany DadfsassdiyoasioutusSaSt sssasiaae
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(2)

Ketua Umum dipilih secara langsung melalui-----
pemungutan suara terhadap Calon Ketua Umum yang
telah disahkan dalam Musyawarah Nasional.------
Anggota Dewan Pengawas dipilih melalui---------
pemungutan suara dengan mekanisme formatur-----

jamak sebanyak 7 (tujuh) orang terhadap Calon--

Ketua Umum dipilih secara langsung melalui-----
pemungutan suara terhadap Calon Ketua Umum yang
telah disahkan dalam Musyawarah Nasional.------
Apabila Calon Ketua Umum yang disahkan dalam---
Musyawarah Nasional kurang dari 2 (dua) Calon--
Ketua Umum, maka pemungutan suara dilaksanakan
dengan menggunakan surat suara yang memuat 2---
(dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom---
yang memuat foto Calon Ketua Umum dan 1 (satu)
kolom kosong yang tidak bergambar.-------—-——----=
Ketua Umum terpilih adalah Calon Ketua Umum----
yvang mendapatkan perolehan suara lebih dari 50%
(lima puluh persen) dalam pemungutan suara-----
Pemilihan Ketua Umum.--—-——-——-—————————————o==-
Apabila tidak terdapat Calon Ketua Umum dengan
perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh-----
persen), maka dilakukan pemungutan suara-------
putaran kedua yang diikuti oleh Calon Ketua----
Umnum yang memperoleh suara terbanyak pertama---
dan kedua pada putaran pertama . —-————mmmme—em—s
Dalam hal dilakukan pemungutan suara putaran—---
kedua, Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud---

dalam Ayat (4) dilarang mengundurkan diri,-----

L_*h‘-—~_*‘_*hhhﬁhﬁﬁ“‘““-aﬁ
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(#f!;;;;;la Calon Ketua Umum mengundurkan diri-----
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dalam pemungutan suara putaran kedua, maka-----

a. Anggota yang mengajukan Calon Ketua Umum---
tidak dapat menggunakan hak untuk memilih--
dan dipilih selama 2 (dua) periode;--------
b. Anggota yang mengajukan Calon Ketua Umum---
dikenakan denda mengembalikan seluruh biaya

Musyawarah Nasional yang dikeluarkan oleh--

APJII dan peserta Musyawarah Nasional.-----
Dalam hal pemungutan suara putaran kedua hanya

diikuti oleh 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka---

a. Menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua)
kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang
memuat foto Calon Ketua Umum dan 1 (satu)--
kolom kosong yang tidak bergambar; atau----
b. Calon Ketua Umum langsung ditetapkan-------
sebagai Ketua Umum terpilih berdasarkan----

keputusan Musyawarah Nasicnal secara-------

musyawarah mufakat (aklamasi).--------—-—--—-
Apabila terjadi hal vyang sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (2) dan Ayat (7) huruf a, dan kolom
kosong memperoleh suara lebih dari 50% (lima---
puluh persen), maka Musyawarah Nasional--------
mengangkat kembali Ketua Umum demisioner untuk
menjabat selama 4 (empat) bulan sejak---—-——-———---
ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan-------

bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua

Ketua Umum demisioner- sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (8), menjalankan operasional rutin--
APJII dan dilarang mengambil-------- RS e

keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan
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jangka panjang sebagaimana yang dimaksud dalam-
Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Rumah--

Tangga tentang Serah Terima,------—-———-—-——————~

Anggota Dewan Pengawas dipilih melalui---------
pemungutan suara dengan mekanisme formatur-----
jamak sebanyak 7 (tujuh) orang terhadap Calon--
Anggota Dewan Pengawas yang telah disahkan-----
dalam Musyawarah Nasional.----—--——————————————_
Setiap Anggota memiliki hak 1 (satu) suara-----
untuk memilih 7 (tujuh) orang Calon Anggota----
Dewan Pengawas sesuai tata cara pemilihan yang
telah diatur dalam Peraturan Asosiasi,—--—-------
Tujuh (7) orang Calon Anggota Dewan Pengawas---
yang mendapatkan perolehan suara terbanyak,----
terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas.-----—-—-
Dalam hal pemungutan suara 7 (tujuh) orang-----
Anggota Dewan Pengawas terjadi perolehan suara
yang sama dalam urutan-urutan selanjutnya, maka
dilakukan pemungutan suara putaran selanjutnya
untuk Calon Anggota Dewan Pengawas.--—----—--———-
Urutan-urutan selanjutnya sebagaimana dimaksud
Ayat (4) adalah urutan untuk mengisi jabatan---
Dewan Pengawas apabila terjadi Penggantian-----

Antar Waktu pada Anggota Dewan Pengawas.----—--

Ketua Umum dan Dewan Pengawas periode----—-—-—-—--
sebelumnya harus melakukan serah terima--------
Kepengurusan kepada Ketua Umum dan Dewan-----—-—-

Pengawas terpilih pada saat Musyawarah---------

\
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(2) Serah terima oleh Ketua Umum periode-----—------

sebelumnya, sekurang-kurangnya menyangkut------
pemindahan yang jelas dari;----—-——==—=——————=—-
a. Keuangan organisasi;———==rm=—meme e ———————

b. Administrasi organisasi seperti misalnya---

namun tidak terbatas pada Jjabatan Ex-

Officio sebagaimana diatur dalam Pasal 36--

c¢. Inventaris organisasi;-------—————--——————-
d. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan.--
(3) Serah terima oleh Dewan Pengawas periode-—------
sebelumnya, sekurang-kurangnya menyangkut------

kegiatan Dewan Pengawas yang sedang berjalan.--

Serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, --
tidak melepaskan tanggung jawab Ketua Umum dan-----

Dewan Pengawas periode sebelumnya atas kebenaran---

(1) Badan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang---

sedang menjabat tidak boleh mengambil keputusan
vang bersifat strategis dan jangka panjang 1---
(satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional-------
dilaksanakan. Keputusan strategis dan jangka---

panjang dapat ditunda hingga terbentuk Badan---

Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang baru.---
1(2) Keputusan strategis dan jangka panjang---------

: sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah;----
| a. Keputusan-keputusan yang mengikatkan-------

[ organisasi lebih dari masa Kepengurusan;---
Melakukan pembelian-pembelian yang bersifat

| investasi jangka panjang (aset);--—-—-—==—==-

c. Melakukan pengeluaran yang tidak terencana
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di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta---
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darurat dan berdampak langsung pada layanan

atdu fasilitas BPJILIjem—mermmm—r e s e e ———e e

| d. Melakukan penambahan terhadap pengeluaran--

[e. Melakukan rekrutmen Badan Pelaksana Harian

atau menaikkan struktur penggajian.--------
'(3} Badan Pengurus Pusat periocde sebelumnya--------
mendampingi Badan Pengurus Pusat terpilih dalam
rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan
organisasi, penentuan sikap organisasi, dan----
hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan
selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak-----
dilaksanakannya serah terima. Hal yang sama----
berlaku pula untuk Anggota Dewan Pengawas------
periode sebelumnya untuk mendampingi Anggota---

Dewan Pengawas terpilih sesuai dengan tugas-

tugas Dewan Pehgawas.: ~-=o-resr—Rerassassmesm =

(1) Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti atau

tidak dapat meneruskan Jjabatan sampai akhir----

masa jabatan, apabila;---------—-----———m—————-

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai----

Anggota Dewan Pengawas seperti yang--------

dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf a,--
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| d. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai--

Anggota Dewan Pengawas sesual dengan-------

Peraturan Asosiasi.-——=—r———m——s—c—mece—————
‘(2) Anggota Dewan Pengawas juga dinyatakan berhenti
apabila yang bersangkutan tidak lagi bekerja---
pada perusahaan yang menunjuk atau memberikan--
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat
(1) huruf b dan perusahaan yang memberikan-----

surat kuasa tidak berhak untuk menunjuk--------

pengganti Anggota Dewan Pengawas.—----—-——-------—
(3) Apabila oleh satu sebab atau lebih yang--------
disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Ketua--
Dewan Pengawas, Wakil Ketua Dewan Pengawas,----
dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat
terus memegang Jjabatan sampai akhir masa-------
jabatan, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa
jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengawas vyvang—---—-
khusus untuk itu wajib memilih Calon Pengganti
diantara Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat
dan disahkan oleh Dewan Pengawas.-—-——-—-———————-——-
(4) Agar tidak terjadi kekurangan jumlah Anggota---
Dewan Pengawas sebagal akibat dari Ayat (2) dan
Ayat (3), maka Dewan Pengawas wajib mengangkat
pengganti sebagai Anggota Dewan Pengawas Antar
Waktu berdasarkan urutan suara hasil pemilihan
Anggota Dewan Pengawas dalam Musyawarah--------
Nasional terakhir untuk disahkan oleh Dewan----
Pelganas e e e S e s T T T T e T
‘(5) Penggantian Anggota Dewan Pengawas harus-------
dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

dan/atau Musyawarah Nasional selanjutnya.------
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(1) Ketua Umum dinyatakan tidak dapat meneruskan---

jabatan sampai akhir masa jabatan, apabila;----
a. Mangkat;---=-=---"-—————_——. —
b. Berhenti (mengundurkan diri);---——————————r

c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----

tindak pidana yang diancam dengan ancaman--
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
PeNjara; — = — e
J d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai----
Ketua Umum seperti yang dimaksud dalam-----
Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga;----------—-
‘ e. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi---

sebagai Ketua Umum.-=-=—==—=-—mmoommm

|(2) Apabila Ketua Umum tidak dapat meneruskan-----—-
jabatan sampai akhir masa jabatannya-------—-—--
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka------
diangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum dengan-------

ketentuan sebagai berikut;-—--—————————___

a. Apabila masa jabatan Ketua Umum tersisa----
kurang dari 1 (satu) tahun, maka diangkat--
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum;-—----——--
‘ b. Apabila masa jabatan Ketua Umum tersisa----
lebih dari 1 (satu) tahun, maka diangkat---

Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum.----—--—-

‘(3} Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) huruf a dan b, maka Rapat Dewan-----—-
Pengawas yang khusus untuk itu mengangkat dan--
menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum----

atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum sesuai--

_\




(4)

dengan Persyaratan Calon Ketua Umum sebagaimana

diatur dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga,-——-

a. Sekretaris Umum; apabila Sekretaris Umum---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Bendahara Umum menjadi--------
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau------
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum;---------
b. Bendahara Umum; apabila Bendahara Umum-----
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum

diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---

c. Unsur Badan Pengurus Pusat lainnya; apabila
unsur Badan Pengurus Pusat lainnya tidak---
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga, maka
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau------
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum diangkat
dan ditetapkan dari unsur Badan Pengurus---

Wilayah=arararrora-essn S or e a s

Apabila terjadi hal sebagaimana dalam Ayat (1)
huruf ¢, d, dan e, maka Pemberhentian Ketua----
Unmum diputuskan dalam sidang pada Musyawarah---
Nasional Luar Biasa sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 16 Ayat (7)) Anggaran Dasar s=——=—s—resmm—s
Apabila Ketua Umum diberhentikan dalam sidang--
Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana-----
dimaksud dalam Ayat (4), maka sidang Musyawarah
Nasional Luar Biasa mengangkat dan menetapkan--

Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau Pelaksana

\
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Jabatan (PJ) Ketua Umum sesuail dengan-------—---—
Persyaratan Calon Ketua Umum sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga yaitu-----
dari; ———— e m e
a. Sekretaris Umum; apabila Sekretaris Umum---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Bendahara Umum menjadi--------
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau------
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum;-------——-
b. Bendahara Umum; apabila Bendahara Umum-----
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum

diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---

apabila unsur Badan Pengurus Pusat lainnya
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum

diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---

Pengurus Wilayah.-==—=———=——cccmmmm
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau Pelaksana
Jabatan (PJ) Ketua Umum menjalankan sisa masa—-
jabatan Ketua Umum sampai dengan akhir masa----
jabatan Ketua Umum,--=—=—-—————————mm

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian----

Ketua Umum diatur dalam Peraturan Asosiasi.----




(1)

Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua------
Bidang dinyatakan berhenti atau tidak dapat----
meneruskan jabatannya sampai akhir masa--------
Faba b Ey - BB ] s i i o S S S i
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k. Berhenti (Mengundurkan diri)j-—-—+cs—meua-=
c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----
tindak pidana yang diancam dengan ancaman--

kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai----
Badan Pengurus seperti yang dimaksud dalam
Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga;-----—-——-——--—
e. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi---

sebagal Badan Pengurus Pusat sesuail dengan

Peratiran Asosiianl ~omess i s i i
Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebut
dalam Ayat (1), Sekretaris Umum, Bendahara-----
Umum, dan Ketua Bidang tidak dapat memegang----
jabatan sampai akhir masa jabatan, maka Ketua--
Umum dapat menentukan pengganti dari Anggota---
Badan Pengurus Pusat yang ada atau dari Anggota
dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas dan----

diumumkan kepada seluruh Anggota.--------—--—-—-

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dilakukan--

oleh Badan Pengurus Pusat dengan persetujuan-—---
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Dewan Pengawas.

Apabila ada halangan dalam penyelenggaraan, ----
maka Musyawarah Nasional yang telah terjadwal--
harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung dari--
tanggal yang telah terjadwal.-—--—-—————————_
Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (1), Ketua Umum Bersama----
Dewan Pengawas dalam waktu

Jangka sekurang-

kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
Musyawarah Nasional membentuk;--—--—-=————-—c——__
a. Panitia Pengarah
b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) .--
Untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat-------

Keputusan Ketua Umum.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dan

Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee)

adalah Anggota yang tidak menjabat sebagai----- '

PUSAt  — e e
Unsur Panitia Pengarah (Steering Committee) dan
Panitia Pelaksana (Organizing Committee) tidak

memiliki benturan kepentingan (conflict of-----
interest) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas--
dan Calon Ketua Umum, serta tidak dapat--------
mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Pengawas
dan Ketua Umum.-—=—=—==———- o m e
Tugas utama dari panitia sebagaimana dimaksud--
(3)

dalam Ayat adalah menyusun acara dan materi

Musyawarah Nasional serta melaksanakan---------
Musyawarah Nasional sebagai berikut;--------——-
a. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional--

dianggarkan dan dipertanggungjawabkan oleh

Badan Pengurus Pusat;
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fl:ﬁ Mendistribusikan materi dan laporan--------
pertanggungjawaban Ketua Umum serta laporan
pengawasan dari Dewan Pengawas selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kepada---
Anggota sebelum Musyawarah Nasional--------

diselenggarakan . —mee s e i e o e e i

(1) Setiap Anggota berhak untuk menghadiri---------
Musyawarah Nasional.--sssscscsrmormrammoessarmm——
(2) Selain Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(1), Ketua Umum dapat menentukan adanya--------

peninjau untuk menghadiri Musyawarah Nasional.

Musyawarah Nasional sah apabila;--------—=-—-—==—-

a. Diberitahukan atau diumumkan yang berisi-------
undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya

30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal--

|b. Telah memenuhi kucorum yaitu dihadiri oleh lebih

dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah-------

Musyawarah Nasional ditunda tiap 30 (tiga------
puluh) menit sekali dengan waktu penundaan-----

paling lama 1 (satu) Jjam 2 (dua) kali

|d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud----

huruf ¢, kuorum belum juga tercapai, maka------

\
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Musyawarah Nasional terus diselenggarakan dan--

segala keputusan yang diambil sah.--—-———-—---——-

Pimpinan-pimpinan sidang pada Musyawarah-------
Nasional dipilih oleh sidang Musyawarah--------
Nasional yang dipimpin oleh Panitia Pengarah---
(Steering Committee) .——————————————————————————
Pimpinan sidang terdiri dari 1 (satu) orang----

Pimpinan sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris--

Badan Pengurus Pusat, Anggota Dewan Pengawas,--
dan Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak---------
diperbolehkan untuk menjadi Pimpinan sidang.---
Rencana acara dsn tata tertib sidang yang------
disampaikan oleh Panitia Pengarah (Steering----
Committee), adalah usulan untuk disetujui atau
diperbaiki oleh sidang Musyawarah Nasional.----
Rencana acara dan tata tertib sidang yang telah
disetujui oleh sidang Musyawarah Nasional------

disankan oleh Pimpinan sidang.-------—-—-—-—-—--—-—---

Setiap keputusan dalam sidang pada Musyawarah--
Nasional diambil berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan Ketua---
Umum dan Anggota Dewan Pengawas.--———-—————————-
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil----------
berdasarkan pemungutan suara (voting).---—---—---
Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana----

dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila

hﬁﬁmﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁhﬁﬁﬁhﬂ&“‘“ﬁhhﬁ



(2)

disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh------
persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan---
Sidang berhak menunda sidang paling lama 30----
(tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan--

SUSET - L birie), I Lagy s e e S e S S i

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat----—-——-------
diselenggarakan sesual dengan ketentuan yang---
diatur dalam Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar.

Musyawarah Nasional Luar Biasa wajib--—-——-—-—-—----
diberitahukan dengan pengumuman yang berisi----
undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal--
dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Undangan bagi peninjau ditiadakan dalam--------

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa
dengan kewenangan memberhentikan Ketua Umum----
harus dilakukan dengan alasan sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 45 Avyat (1) huruf ¢, d--

Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana Ayat

(1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai---
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f;i Apabila diajukan secara tertulis kepada----

Dewan Pengawas oleh sekurang-kurangnya 50%

(lima puluh persen) dari jumlah Anggota;---

| b. Apabila diajukan secara tertulis kepada----
Dewan Pengawas oleh sekurang-kurangnya 30%

(tiga puluh persen) dari jumlah Anggota.---

M3) Dewan Pengawas wajib mengadakan Rapat Pleno----
untuk mengambil keputusan menyelenggarakan-----
Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak--------=

diterima usulan tertulis dari Anggota------—---

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) HaEus ey
(4) Dewan Pengawas wajib mengadakan Rapat Pleno----
untuk mengambil keputusan menyelenggarakan-----
Musyawarah Nasional Luar Bigsa-—-—==-—====~="=7=
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender-----
sejak diterima usulan tertulis dari Anggota----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) haewf =
dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang Anggota Dewaﬁ —————————
Pengawas s—rrromrs o s o e SER s e e SEE e s ee
|(5) Hasil Rapat Pleno Dewan Pengawas sebagaimana---
dalam Ayat (3) dan Ayat (4), ditetapkan dalam--
Surat Keputusan Dewan Pengawas.-—————--""""7777~7
|(6} Musyawarah Nasional Luar Biasa wajib dihadiri--
oleh sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh----
persen) dari seluruh jumlah Anggota yang--=--—--7

mengajukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

hiagat & abaw husgfly, =—r=sotemsmeamnmnors TR SRET
l(?) Seluruh Anggota dilarang memberikan kuasa------

kepada Anggota lain untuk menghadiri Musyawarah
Nasional Luar Biasa sebagaimana yang tercantum

dal af A§fats (2] Hapuf  Byoeesscsnnissmesaneames e
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(10)

(1)

Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari--------
kalender setelah Surat Keputusan Dewan Pengawas

ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Ayat

Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (8), Dewan Pengawas dalam--
jangka waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh)

hari kalender sebelum Musyawarah Nasional Luar

a. Panitia Pengarah (Steering Committee);-----
b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee).--
Untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat-------
Keputusan Dewan Pengawasg.m——semmmmssm s e e e
Unsur Panitia Pengarah (Steering Committee) dan
Panitia Pelaksana (Organizing Committee)—-------
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) adalah-----
Anggota yang tidak menjabat sebagail Anggota----
Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat.-------
Unsur Panitia Pengarah (Steering Committee) dan
Panitia Pelaksana (Organizing Committee)------—-
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (10) dilarang--
memiliki benturan kepentingan (conflict of-----
interest) dengan Ketua Umum dan Anggota yang---
mengajukan Musyawarah Nasional Luar Biasa------

sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a dan huruf

Setiap keputusan dalam sidang pada Musyawarah--
Nasional Luar Biasa diambil berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat.-------———---————-———-




Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil------——--—-—-
berdasarkan pemungutan suara (voting).---------
Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila
disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh------

persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
1(4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan---
Sidang berhak menunda sidang paling lama 30----
(tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan--

suara (veting) ulang,——————s——=ssasma i s ———

(1) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dilakukan---

oleh Badan Pengurus Wilayah.----=----—————ce———-

(2) Apabila ada halangan dalam penyelenggaraan,----
maka Musyawarah Wilayah yang telah terjadwal---
harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 90

(sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal---

yang telah dijadwalkan.—--—-—==—=———mmmmmmm e
(3) Pelaksanaan Musyawarah Wilayah dikerjakan dan--
disiapkan oleh Badan Pengurus Wilayah berjalan,
serta didistribusikan kepada Anggota Wilayah---

pada saat Musyawarah Wilayah diselenggarakan.--

a. Diberitahukan dengan pengumuman yang berisi----

undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
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media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal--
dilaksanakan Musyawarah Wilayah;--—======—=———-
Telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh------
sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh—

persen) jumlah Anggota vyang telah--—-—-———--

Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka----------
Musyawarah Wilayah ditunda tiap 30 (tiga puluh)
menit sekali dengan waktu penundaan paling lama
1 (satu) jam 2 (dua) kali penundaan;-----------
Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud----
huruf c, kuorum belum Jjuga tercapai, maka------
Musyawarah Wilayah terus diselenggarakan dan---

segala keputusan yang diambil sah.----—--—————-—-

Setiap keputusan dalam sidang pada Musyawarah--
Wilayah diambil berdasarkan prinsip musyawarah
untik mufakat. —s-=m—wmasT s e e
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil----------
berdasarkan pemungutan suara (voting).---------
Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila
disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh------

persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.

- Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--

dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan---
Sidang berhak menunda sidang paling lama 30----

(tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan--

suara (Voring) Ulahg,-ssE==tesse e sss s e
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(1) Pimpinan-pimpinan sidang pada Musyawarah-------
Wilayah dipilih oleh sidang Musyawarah Wilayah
yang dipimpin oleh Panitia Nasional Musyawarah

Wilayah.———-—=—mommm
(2) Pimpinan sidang terdiri dari 1 (satu) orang----

Pimpinan Sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris--

(3) Badan Pengurus Wilayah, Ketua Badan Pengurus---
Wilayah, dan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah

tidak diperbolehkan untuk menjadi Pimpinan-----

(4) Rencana acara dan tata tertib sidang yang------
disampaikan oleh Panitia Nasional Musyawarah---
Wilayah, adalah usulan untuk disetujui atau----
diperbaiki oleh sidang Musyawarah Wilayah,-----
‘(5) Rencana acara dan tata tertib sidang yang telah

disetujui oleh sidang Musyawarah Wilayah-------

disahkan oleh Pimpinan sidang.----------—-————-—-

(1) Ketua Unmum dalam jangka waktu sekurang-

kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
Musyawarah Wilayah membentuk Panitia Nasional--
Musvawarah Wilayah .—=——rssmsts s —is
(2) Ketua Badan Pengurus Wilayah bersama unsur-----
Badan Pengurus Wilayah lain dalam jangka waktu
sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari--------

kalender sebelum Musyawarah Wilayah membentuk--

Pandtld Wil sgah S e s R e e

(3) Unsur Panitia Nasional Musyawarah Wilayah dan--
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Panitia Wilayah dilarang memiliki benturan-----

kepentingan (conflict of interest) dengan Calon
Ketua Badan Pengurus Wilayah, serta tidak dapat

mencalonkan diri menjadi Ketua Badan Pengurus--

(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat--—-—-—-—-—-——---
diselenggarakan berdasarkan inisiasi dari------
Anggota Wilayah dengan persetujuan Ketua Umum.-
(2) Apabila Musyawarah Wilayah Luar Biasa diajukan
lebih dari 50% (lima puluh persen) Anggota-----
Wilayah, maka ketentuan sebagaimana tercantum--

dalam Ayat (1) tidak berlaku dan Musyawarah----

Luar Biasa wajib diselenggarakan.---—---——-——————-—
(3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa wajib------—————-
diberitahukan dengan pengumuman yang berisi----
undangan kepada Anggota Wilayah secara terbuka
melalui media komunikasi resmi APJII sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

tanggal dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar---

(4) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan—--
Musyawarah Wilayah Luar Biasa merupakan--------

kewenangan Badan Pengurus Pusat.--—=-—=—————c——-——

(1) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa--

vang dilakukan untuk memberhentikan Ketua Badan

Pengurus Wilayah harus dilakukan dengan alasan
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Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak memenuhi
persyaratan Calon Badan Pengurus sebagaimana
dimaksud Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah
Tangga atau tidak menjalankan tugas dan fungsi.
Anggota Wilayah sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang--------
memberikan kuasa kepada Anggota lain untuk-----
menghadiri Musyawarah Wilayah Luar Biasa.------
Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan--
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari--
kalender setelah dilakukan pengumuman----------
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (3).--
Keputusan pemberhentian Ketua Badan Pengurus---
Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah
Wilayah Luar Biasa setelah mendengarkan--------

pembelaan dari Ketua 2adan Pengurus Wilayah.---

Ketua Badan Pengurus Wilayah dinyatakan tidak--
dapat meneruskan jabatan sampai akhir masa-----
jabatan, apabilaj;-—————==m=—mmmmm e
8l Mamg ety - s s e e e e S e e
b. Berhenti (mengundurkan diri);-------—--=-—--
c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----
tindak pidana yang diancam dengan ancaman--
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
o e e o e e e b e S S e S
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai----
Badan Pengurus seperti yang dimaksud dalam
Pasal 30 Ayat (I) Anggaran Rumah Tangga;---
e. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi---

sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah.------
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(2) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak-----

dapat meneruskan jabatan sampai akhir masa-----
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),---
maka diangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Badan
Pengurus Wilayah atau Pelaksana Jabatan (PJ)---
Ketua Badan Pengurus Wilayah dengan ketentuan--

sebagai barikutysossssgosionanio s i

a. Apabila masa jabatan Ketua Badan Pengurus--
Wilayah tersisa kurang dari 1 (satu) tahun,

maka diangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua--

b. Apabila masa jabatan Ketua Badan Pengurus--
Wilayah tersisa lebih dari 1 (satu) tahun,

maka diangkat Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua

Badan Pengurus Wilayah.-=—-—=—-s—smsmam—ao—s
) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) huruf a dan b, maka Ketua Umum--------
mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas (PLT)
Ketua Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana----
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah------
sesual dengan Persyaratan Badan Pengurus—-------

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1)-----

Ariggatan Bunah Tafaggd.———=—=——=—c——srn-~rorn-r<
) Apabila terjadi hal sebagaimana dalam Ayat (1)
huruf ¢, d dan e, maka Pemberhentian Ketua-----

Badan Pengurus Wilayah diputuskan dalam sidang

pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa.--—-———-———-—--
) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah------==~-~
diberhentikan dalam sidang Musyawarah Wilayah--
Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4),
maka sidang Musyawarah Wilayah Luar Biasa------
mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas (PLT)
Ketua Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana----

Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah------

e bt o L
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sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (l)-----

Anggaran Rumah Tangga yaitu dari;--------------

a. Sekretaris Badan Pengurus Wilayah; apabila
Sekretaris Badan Pengurus Wilayah tidak----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Bendahara Badan Pengurus------
Wilayah menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Ketua
Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana------
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah; -
b. Bendahara Badan Pengurus Wilayah; apabila--
Bendahara Badan Pengurus Wilayah tidak-----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana------
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah--

diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---

Pengurus Wilayah lain.-=-—=—=——sme—man—wo—
(6) Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Badan Pengurus-----
' Wilayah atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Badan
Pengurus Wilayah menjalankan sisa masa Jjabatan
Ketua Badan Pengurus Wilayah sampal dengan-----

akhir masa jabatan Ketua Badan Pengurus—--------

dah Wilagah v ="rrtressmrnbesmamesamesma s Smmm nees

|(?} Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian----

Ketua Badan Pengurus Wilayah diatur dalam------
‘ Peraturan HSOS IS0 it o o i s o e e o o
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Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan
1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.------
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan
oleh Badan Pengurus Pusal i——reoosmees—semmnemesiens
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh;-
&. Dewan Bengawasg; —— = s o e i s

. e Badant: | Perguinira st i s vt mio it s i

Setiap keputusan dalam Rapat Kerjé Nasional----
(RAKERNAS) diambil berdasarkan prinsip---------
musyawarah untuk mufakat,------———-—-——————- e
DApabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambpil----------

berdasarkan pemungutan suara (voting) secara---

Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila
disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh------
persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka pimpinan---
rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga
puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara--

(Vering) - wlangs—rmoommmms m m m e T T T T R T T

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja--------
Nasional (RAKERNAS) diatur dalam Peraturan---------

ASOSL gy, S e o o TS e ey
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Open Policy Meeting (OPM) wajib diselenggarakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun--
wakty 1 (satu) tahun,=~——s=esmsmmcmmme s i ———
Open Policy Meeting (OPM) diselenggarakan oleh
Badéh PEOgUETES Plgaf . seecssmthaiadniadvcdansean
Agenda pembahasan dalam Open Policy Meeting----
(OPM) termasuk namun tidak terbatas pada;------
a. Layanan Nomor Protokol Internet (Nomor---
PI) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous-—--
System Number) ;-r————rmroos—m—sosmm e s s e e

b. Layanan Indonesia Internet Exchange------

G. Meet Me Roem (MMR]) ;=-———=ssomssseammmmmsmas
d. < ‘Daka Qenteny —-———rsosmsamnmeneoEmman Ot i
€. Reglstrar Nama Domaln, os-s—rsssossamoosansioe
Open Policy Meeting (OPM) dengan agenda----

pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)

a.
b iBadan: Pelightls) ——-—=—s-s-—rct oo saniiiae
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d. Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor----
|PI). ———————————————————————————————————————
Open Policy Meeting (OPM) dengan agenda-----—--—-

pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)

g, - Dewan Pengalap; s s i i e
b, ‘Baaans Pengiiiigi s soxsisie mrn S S RS si e s S
Ce RO R S T R e R S RS R R S
Open Policy Meeting (OPM) wajib diberitahukan--

melalui pengumuman yang berisi undangan kepada
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-qT Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet---

(Nomor PI) secara terbuka melalui medig-----—-—-
komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya 30---
(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal-----
dilaksanakan Open Policy Meeting (OPM).-———m—-n

Setiap keputusan pada Open Policy Meeting (OPM)
diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk---
mufakat .= e
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil-----————-
berdasarkan pemungutan suara (voting) secara---
terbuka.——mm e e
Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (2) tidak tercapai, maka Pimpinan---
rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga
puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara--

(voting) ulang.-—=————commomm

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)-—————————-
diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)----
kali dalam Wakta 1 (8atil) CAhUD . —~==e=mes s
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)--————————-
diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat.-----
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dihadiri--
oleh Badan Pengurus Pusat dan Ketua Badan------
Pengurus Wilayah.-—=-="--—oemmee o ___
Kewenangan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
untuk membahas dan mengevaluasi---—-——————————__

kegiatan-kegiatan wilayah.-=====—c——mmeee____
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Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya-----—---

diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.---

a. Anggota Dewan Pengawas telah dikirimkan----
undangan disertai acara dan materi rapat, 7

(tujuh) hari kalender sebelum dimulai------

b. Dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh---

persen) jumlah Anggota Dewan Pengawas.--—---

Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan
Pengawas .. ————— = e
Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat-----
memimpin rapat, maka rapat Dewan Pengawas—-----
dipimpin oleh Anggota Dewan Pengawas yang—--—----

ditunjuk oleh Anggota Dewan Pengawas yang—------

Setiap keputusan dalam Rapat Dewan Pengawas—----
diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk---
mufakat.~———ormmmrm e c e e s e e e ——
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil----------
berdasarkan pemungutan suara (voting).---------
Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana----

dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila

Mg
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disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh--=---

persen} Anggota Dewan Pengawas.,-—-——————————————=
(4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka pimpinan---
rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga

puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara--

(fdolmmiato s RSN Lot B e e e L e =

(1) Rapat Badan Pengurus diatur secara tersendiri--
oleh Badan Pengurus, sekurang-kurangnya--------
diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.---
(2) Jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan kegiatan
Badan Pengurus.———————————m— e
(3) Rapat Badan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua
s ses S R S e e e e e
(4) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat memimpin rapat
Badan Pengurus Pusat, maka rapat Badan Pengurus
Pusat dipimpin oleh Sekretaris Umum.-=———=—==—=——-

(5) Rapat Badan Pengurus Wilayah dipimpin oleh-----

Ketua Badan Pengurus Wilayah,------——-——-------———-
(6) Dalam hal Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak---
dapat memimpin rapat Badan Pengurus Wilayah, ---

maka rapat Badan Pengurus Wilayah dipimpin oleh

Sekretaris Badan Pengurus Wilayah.---—-——-——=——-—-

(1) Setiap keputusan dalam rapat Badan Pengurus----
diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk---

GEL B B s AT U B S e SRS DS S g M,




(2)

Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil------—-—-
berdasarkan pemungutan suara (voting).----—-——--
Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila
disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh------
persen) jumlah Badan Pengurus,--——-———=—————————
Apabila pemungutan suara sebagaimana dalam-----
rapat Badan Pengurus Pusat/Badan Pengurus------
Wilayah tidak tercapai, maka Ketua Umum/Ketua--
Badan Pengurus Wilayah berwenang untuk---------

mengambil keputusan dengan bijak.--——==———————=

Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh----——--
Tim/Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Ketua----
Umum diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum,--
Hasil rapat disampaikan kepada Ketua Umum------
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja--

sesudah rapat berakhir.------—--——ommm

Tata Kelola Fasilitas APJII adalah pengelolaan
Nomor Protokol Internet (Nomor PI), Nomor—---—---
Sistem Otonom (Autonomous System Number),——---—--
Indonesia Internet Exchange (IIX), Data Center,

dan Registrar Nama Domain.-—--—--——-——-——omo

e
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Pengelolaan Fasilitas sebagaimana dimaksud-----

dalam Ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip;-

Kepastian Hukum;-—--—-————=m—mmm o

Transparansij-————-——————mmmmm
Proporsionalitasj-——-—=====———-ccmmmme
Profesionalitas;—--==—====cc—-omm
Akuntabilitas;-———--——————=—s e

Interoperabilitas,——=~-————-—mmmmeaooaaaaao

Yang dimaksud dengan;-—-—--—-—-===-=———mmoem——__

Prinsip Kepastian Hukum adalah prinsip yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam
Tata Kelola Fasilitas APJII;--——-—————————~
Prinsip Tertib Pelaksanaan Tata Kelola-----
adalah prinsip yang menjadi landasan-------
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan--
dalam pengendalian terhadap pelaksanaan--—--
Tata Kelola Fasilitas APJII;-——-—————-—-—————=
Prinsip Transparansi adalah prinsip dalam-—-
membuka diri terhadap hak pengguna---------
fasilitas APJII untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang Tata Kelola Fasilitas APJII dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak--

prinsip pribadi, golongan, dan rahasia-----

Prinsip Proporsionalitas adalah prinsip----
yang mengutamakan keseimbangan antara hak--
dan kewajiban pengguna fasilitas APJII;----
Prinsip Profesionalitas adalah prinsip yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan----
hukum dan kode etik dalam pelaksanaan Tata

Kelola Fasilitas APJII;--=-==-—————————o———

LHﬁﬁﬁﬁﬁhﬁﬁhﬁﬁhﬁhﬁ“‘“ﬁﬁuh_
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Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip yang--
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
! akhir dari pelaksanaan Tata Kelola------—--
. PRElltss ARTTT Hakas dapabsasssssasmnmmsressy
dipertanggungjawabkan kepada pengguna------=

fasilitas APJII sesuai dengan ketentuan----

‘g. Prinsip Interoperabilitas adalah kemampuan
2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen atau
lebih untuk bertukar informasi dan untuk

menggunakan informasi yang telah

Kegiatan dalam Tata Kelola Nomor Protokol Internet

-— (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous—=--

(1) Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Nomor

Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem--

a. Menerima alokasi Nomor Protokol Internet---
l (Nomor PI) dari pengelola Nomor Protokol---
Internet (Nomor PI) Regional;-----—-———-—---—-

lb. Mengalokasikan, mendistribusikan, dan------

l mengadministrasikan Nomor Protokol Internet

|d. Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan----

kebijakan Nomor Protokol Internet (Nomor---

|e. Memberikan pelatihan teknis penerapan Nomor

Protokol Internet (Nomor PI).,-—=—==————————--
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Seluruh kegiatan dalam pengelolaan Nomor—-—-—----
Protokol Internet

(1)

(Nomor PI) sebagaimana-------

ketentuan Ayat sepenuhnya mengacu pada-----
prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada Pasal--

74.

|(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis---------
operasional pengelolaan Nomor Protokol Internet
(Nomor PI) akan diatur dalam Peraturan------—---
ASOSiasl i
--------------------- Paragraf Ketiga-------——————-—
———————— Regiatan dalam Tata Kelola Data Center-—---
---------------------- Pasal 76--——-——==-=-——-———mm_
(1) Tata kelola dalam Data Center mencakup kegiatan
pengelolaan Indonesia Internet Exchange (IIX)--
dan Meet Me Room (MMR) ,—===m————— e

(2) Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Data

Center meliputi;-——-—-—=--—-—mmmmm e __
a. Menyediakan semua prasarana dan sarana yang
diperlukan dalam pengelolaan Data Center; —-
b. Melakukan manajemen penempatan perangkat; --
¢. Melakukan pengawasan terhadap jaringan dan
trafik, sistem---

kelistrikan, pendinginan,

pemadam kebakaran, serta manajemen cabling

dalam Data Center;——=—————— e

d. Melakukan pengaturan akses keluar-masuk--

orang maupun barang/perangkat ke Data----

Center;—=———————
[ e. Melakukan pengawasan terhadap deteksi----
serangan siber dalam Data Center;--—--—-——--
I f. Melakukan pengadministrasian terhadap----

| seluruh pengguna layanan Data Center.----




Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI)---
dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous System—-----

Number) dapat digunakan oleh Anggota dan non-

Fasilitas Indonesia Internet Exchange (IIX),---
Data Center, dan Registrar Nama Domain adalah--
fasilitas yang digunakan oleh Anggota.-----—-----=
Ketentuan lebih lanjut mengenail penggunaan—-----
fasilitas APJII akan diatur dalam Peraturan----

AgpalaE i w2 S e

Sumber dana APJII sebagaimana diatur dalam-----
Pasal 40 dan Pasal 41 Anggaran Dasar.----———-—-—---
Kriteria Uang Kegiatan diatur secara terpisah--
dalam Peraturan Asosiasli.--——-——————-—————————--
Untuk memperkuat keuangan APJII, Badan Pengurus
Pusat dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya--
lain yang sah, tidak mengikat, tidak-----—--=----
bertentangan dengan ketatalaksanaan APJII serta
ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan--

pemanfaatannya diserahkan kepada Badan Pengurus

Seluruh hasil perolehan dari sumber dana-------

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diserahkan

Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan----

penggunaan dana APJII berdasarkan Anggaran-----




Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA)-—-————-

dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan----—-

pertanggungjawaban tertulis dari Ketua Umum.---
(2) Dewan Pengawas menunjuk dan menetapkan 1 (satu)
Kantor Akuntan Publik dari sekurang-kurangnya 3
(tiga) calon Kantor Akuntan Publik yang--—--—-—--—-
diajukan oleh Badan Pengurus Pusat,—-—-—-—————e——-
(3) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (2) bertugas untuk melakukan--------
pemeriksaan keuangan (financial audit) untuk---
tahun anggaran berjalan.—--——————c—oeoe_______
{(4) Proses berjalannya pemeriksaan keuvangan--------
(financial audit) yang dilakukan oleh Kantor---
Akuntan Publik melibatkan Dewan Pengawas dan---
Badan Pengurus Pusat.----——=———————__________
(5) Hasil audit laporan keuangan Kantor Akuntan----
Publik disampaikan sebagai pemantauan kegiatan
APJIT dalam rapat Badan Pengurus Pusat dan-----

rapat Dewan Pengawas bersama Badan Pengurus----

|(6) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit----

Jika dipandang perlu dengan ketentuan lebih----

lanjut diatur dalam Peraturan Asosiasi.----———-
‘(7) Badan Pengurus Pusat wajib melaporkan-------—-—--
pengelolaan keuangan APJII kepada seluruh------
anggota melalui Rapat Kerja Nasional----—-——————
(RAKERNAS), dan pertanggungjawaban melalui-----

Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar—--

(1) Badan Pengurus menyusun dan menetapkan daftar--

inventaris APJII.——=-———————mmmemcme



Daftar inventaris APJII sebagaimana dimaksud---
daleam Axeat (1) melapiatl pecress e
a. Perbendaharaan barang bergerak;------—------
b. Perbendaharaan barang tidak bergerak.------
| (3) Daftar inventaris wajib dipertanggungjawabkan
oleh Badan Pengurus Pusat dalam setiap laporan
pertanggungjawaban di Rapat Kerja Nasiocnal
(RAKERNAS )maupun Musyawarah Nasional/Musyawarah

Nagishal TUar Biasd.r~—=rorresrererretmes s

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakukan---

dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar

(1) Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran-—---
Rumah Tangga dapat dilakukan sebagai berikut;--
a. Diusulkan secara tertulis oleh sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah Anggota kepada Dewan Pengawas; atau

i b. Penyerapan aspirasi dari Anggota yang------

dilakukan oleh Dewan Pengawas.-—--——-———=======

‘(2) Apabila usulan perubahan dilakukan sebagaimana
dimaksud Ayat (1) huruf a, maka Dewan Pengawas
selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari
kalender sejak diterima usulan tertulis dari---
Anggota wajib mengadakan Rapat Pleno mengambil

keputusan untuk memerintahkan Ketua Umum

hh*hﬁhﬁ_ﬁﬁﬁhﬂhhhq1ﬁmﬁ“‘“‘~=ﬁﬁ
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Tﬁﬁu\ _ ' .};ﬁ.h“ membentuk Kelompok Kerja Perubahan Anggaran
5 Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.---—---————————=

Apabila usulan disampaikan sebagaimana dimaksud

Ayat (1) huruf b, maka Dewan Pengawas melakukan
kajian atas aspirasi tersebut.--———=—————e—————_
1{4) Berdasarkan kajian yang dilakukan Dewan--------
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3),--
Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan untuk
menindaklanjuti perubahan Anggaran Dasar dan---
Anggaran Rumah Tangga.----—====—=——-—-—-——ee—
(5) Apabila Dewan Pengawas mengambil keputusan-----
untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan---
Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (4), maka Dewan Pengawas dan Ketua--
Umum mengadakan rapat bersama mengambil--------
keputusan untuk membentuk Kelompok Kerja-------

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah----

(6) Selain yang diatur dalam Pasal ini, usulan-----
perubahan dapat dilakukan berdasarkan amanah---
Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 Ayat (5) huruf b Anggaran Dasar.------

Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa
yang diselenggarakan khusus untuk Perubahan--------
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah-------
apabila;———--—mm o

a. Diberitahukan atau diumumkan yang berisi-------

undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal

dilaksanakan Musyawarah Nasional/Musyawarah----




e

Telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh lebih

dari 50% (lima puluh persen) jumlah-------—--——-

fc. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka----------
Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar---
Biasa ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali
dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam
2 (dua) kali penundaan;-——-—-——-——=———-——ommmaaao
d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud----
huruf ¢, kuorum belum juga tercapai, maka------
Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar---

Biasa terus diselenggarakan dan segala---------

keputusan yang diambil sah.--———————----------——

Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran----
Rumah Tangga yang dilakukan dalam Musyawarah-------
Nasional dilaksanakan sesual dengan ketentuan Pasal
51 Anggaran Rumah Tangga dan apabila dilakukan-----
dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, dilaksanakan

sesual dengan ketentuan Pasal 54 Anggaran Rumah----

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk
pertama kali disahkan dalam Akta Pendirian Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Nomor
148 vyang dibuat dihadapan DARBI, Sarjana Hukum,
pada waktu itu Notaris di Jakarta pada tanggal 16-
08-1996 (Enam Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Enam) dan telah diubah beberapa

\




AN | e

kaliy, GEHIAN == sessmn s reSe i saaanae

Perubahan Pertama dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional III APJII yang dibuat------
dihadapan DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu
Notaris di Jakarta pada tanggal 27-05-2002 (Dua

Perubahan Kedua dilakukan atas Keputusan-------
Musyawarah Nasional IV APJII vyang dimuat dalam
akta yang dibuat dihadapan DARBI, Sarjana------
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, pada
tanggal 03-05-2005 (Tiga Mei Dua Ribu Lima);---
Perubahan Ketiga dilakukan atas Keputusan------
Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang---—--
dibuat dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada
waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 22-
07-2009 (Dua Puluh Dua Juli Dua Ribu Sembilan) ;
Perubahan Keempat dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional VI APJII, yang dibuat------
dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 28-09-2011
(Dua Puluh Delapan September Dua Ribu Sebelas);
Perubahan Kelima dilakukan atas Keputusan------
Musyawarah Nasional VII APJII, yang dibuat-----
dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 31-08-2012
(Tiga Puluh Satu Agustus Dua Ribu Dua Belas);--
Perubahan Keenam dilakukan atas Keputusan------
Musyawarah Nasional VIII APJII, vang dibuat----
dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 11-06-2015

Perubahan Ketujuh dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang-----

dibuat dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada
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‘ waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 20-
- 01-2016 (Dua Puluh Januari Dua Ribu Enam-------
BelaEs) (= n e s e e s s e e s s e
](8) Perubahan Kedelapan dilakukan atas Keputusan---
Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang-----
dibuat dihadapan RICCO SURVIVAL YUBAIDI,--—-—----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada-----
waktu itu Notaris di Kota Surakarta, pada------

tanggal 26-09-2023 (Dua Puluh Enam September---

Dua' Biby Bua Buluh Tiga) .sosesscamssmmemmmeassiz

— Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota--
Surakarta, pada hari, tanggal dan waktu yang-----

tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri----

1. Nona LISA HERTIANA, lahir di Brebes pada-------
tanggal 26-01-2000 (dua puluh enam bulan-------
Januari tahun dua ribu), Warga Negara----—----—-—--
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Desa Kedunguter, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan: 33292096401000005.--=-=-=-=-======—=—=-

- Pada saat ini berada di Kota Surakarta.------
2. Nyonya NATALIA CYNINTIA DEWI, lahir di Jakarta,
pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun---
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua-------
(13-12-1992), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Babadan, Rukun Tetangga 017, Rukun--
Warga 000, Kelurahan/Desa Banguntapan,---------
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,-------
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang--

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402125312920001.---
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I— Kedua-duanya telah dikenal oleh saya, Notaris----
sebagai saksi-saksi.--———————mmmmm—— o ___
| - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-—--
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan---
saya, Notaris.—-—-==——cmmemmm
- Para penghadap juga membubuhkan cap jempol tangan
kanan dan cap jempol tangan kirinya dalam--------
lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan---

dengdn akta ifi.—rmrmmeee e e

- Dikerjakan dengan 1 (satu) perubahan ——--—-———=————
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan------

SEMPUL A= ————— == e
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.----
““““““““““““““““““““ NOTARIS DI KOTA SURAKARTA

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Xn.






